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Vanessa Surya Swastika Kurniawati. E0015411. ANALISIS UPAYA 
HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI 
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA 
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR 289K/PID/2017). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis isu hukum untuk mengetahui upaya 
hukum Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti menyatakan 
surat dakwaan tidak dapat diterima dalam perkara penganiayaan serta 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang 
digunakan adalah studi kepustakaan/dokumen. Teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari 
pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik 
konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa upaya Kasasi Penuntut 
Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan surat dakwaan tidak 
dapat diterima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP 
Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan 
hukum tidak sebagaimana mestinya. Serta pertimbangan Judex Juris 
mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 
2017, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dikenakan sanksi pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 











Vanessa Surya Swastika Kurniawati. ANALYSIS OF THE CASSATION 
LAW EFFECT ON THE DECISION OF JUDEX FACTI REPRESENTING 
THE INDICTMENT CANNOT BE RECEIVED IN THE CASE OF 
PERSECUTION. E0015411. (STUDY OF SUPREME COURT DECISION 
NUMBER 289K/PID/2017). Faculty of Law Sebelas Maret Univerisity. 
This study aims to analyze legal issues to find out about the Cassation's 
legal efforts by the Public Prosecutor on Judex Facti's verdict stating that the 
indictment is unacceptable in cases of abuse and consideration of the Supreme 
Court in granting the appeal. The research method used is normative legal 
research that is prescriptive and applied. The sources of legal material used are 
primary legal material and secondary legal material. The research source 
collection technique used is library / document study. Legal material analysis 
techniques use syllogism methods by using deductive thinking patterns, from 
submitting major premises and minor premises to each other to be drawn to 
conclusions. The results of this study, it is known that the Cassation of Public 
Prosecutors on the basis of Judex Facti District Court states that the indictment is 
unacceptable in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) 
letter a of the Criminal Procedure Code Judex Facti has incorrectly applied legal 
regulations or is not appropriate . As well as consideration of Judex Juris 
granting the Public Prosecution Cassation application and canceling the decision 
of the Menggala District Court Number 381 / Pid.B / 2016 / PN.Mgl dated 
January 23, 2017, hearing the Defendant himself was found to be legally and 
convincingly guilty of committing criminal acts of torture and subject to criminal 
sanctions imprisonment for 2 (two) months with the duration of detention that has 
been served deducted entirely from the sentence imposed. In accordance with the 
provisions of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. 
 











Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah  
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 
    (Filipi 4:6) 
 
Karena masa depan sungguh ada,  
Dan harapanmu tidak akan hilang. 
    (Amsal 23:18) 
 
“Pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap sejuk ditempat panas, 
tetap manis di tempat yang pahit, tetap semangat dalam keputusasaan dan 
tenang di tengah badai yang hebat” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 perubahan ketiga 
menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan 
adanya ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah 
adanya jaminan kesederajatan bagi setiap masyarakat dihadapan hukum (equality 
before the law). Keberadaan hukum digunakan masyarakat sebagai pedoman 
dalam tingkah laku atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu negara 
hukum memiliki ciri utama yaitu kecenderungan dalam menentukan tindakan 
yang dilakukan oleh masyarakat dengan dasar peraturan-peraturan hukum. 
Penegakkan hukum haruslah tidak pandang bulu, tidak pandang status, harkat dan 
martabat. Jika telah terbukti sah dan menyakinkan melanggar aturan hukum yang 
berlaku maka wajib untuk menegakkan hukum untuk para pelaku. Hal ini 
memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, aman, 
dan tertib. Dalam pelaksanaanya meskipun sudah ada aturan hukum yang 
mengatur namun tetap saja banyak masyarakat melakukan tindak pidana.  
Jenis tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. Adapun tindak pidana umum merupakan pelanggaran atau  
kejahatan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
seperti pencurian, pencabulan, penganiayaan hingga pembunuhan. Salah satu 
tindak pidana yang banyak terjadi yaitu tindak pidana penganiayaan. Menurut 
Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka 
menyiksa atau menindas orang lain (Poerdaminto, 2003: 48).  
Korban penganiayaan dapat terjadi kepada siapa saja, baik anak-anak, orang 
dewasa, laki-laki atau perempuan terhadap teman, sahabat maupun keluarga 
dalam lingkup rumah tangga ataupun terhadap orang lain yang tidak dikenal. 





kejahatan yang dilakukan pada tubuh manusia dan telah dilakukan seseorang yang 
dapat menimbulkan rasa sakit, babak belur, luka-luka, pingsan bahkan meninggal 
dunia pada orang lain. Penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat, segala 
perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan akan mendapatkan sanksi hukum 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
Demi terwujudnya keadilan bagi korban penganiayaan maka korban dapat 
melaporkan pelaku ke kantor Kepolisian terdekat dengan tempat kejadian perkara, 
selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk dimintakan Visum et Repertum. 
Agar suatu laporan dapat ditindak lanjuti untuk sampai pemeriksaan ke 
pengadilan, dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk 
proses penyelesaiannya. Untuk melaksanakan atau mewujudkan bahwa Indonesia 
adalah Negara hukum, maka pemerintah antara lain mengeluarkan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang kodifikasinya 
disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP) 
(Johandar Moidadi, 2016: 1).  
Proses beracara dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi menjadi 
beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam 
sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.  Jadi 
apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHAP 
yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 
siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya 
dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (M. 
Yahyah Harahap,SH, 2012:386).   
Ketentuan Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penuntutan terhadap 
seseorang harus didasarkan surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang 
harus dipertahankan dan dapat dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti 
yang sah oleh Penuntut Umum salah satu hal yang penting dalam pengadilan yang 
berfungsi sebagai dasar bagi Hakim untuk memutus suatu perkara. Tanpa 
pelimpahan berkas perkara dengan surat dakwaan yang disusun atas dasar hasil 





diperiksa dan diputus oleh Hakim. Pembuatan dan penyusunan pada surat 
dakwaan haruslah teliti, cermat dan sesuai dengan KUHAP yang harus 
memperhatikan untuk memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang telah 
tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat 
materiil) KUHAP. Jika tidak sesuai dalam pembuatan dan penyusunan surat 
dakwaan baik bentuk maupun syaratnya dengan aturan hukum yang ada maka 
dapat berakibat surat dakwaan batal demi hukum ataupun surat dakwaan tidak 
dapat diterima, walaupun secara yuridis dan secara fakta ditemukan alasan adanya 
kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan. Salah satu dasar pertimbangan 
yuridis bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan 
adalah adanya surat dakwaan. Terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh 
Hakim, ada kalanya tidak diterima oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, 
dengan alasan tidak adil atau salah penerapan hukumnya oleh karena itu, bagi 
yang tidak puas atas putusan hakim tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan 
upaya hukum, seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. 
Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang menjadi pembahasan 
menarik yaitu putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan surat 
dakwaan tidak dapat diterima dijadikan alasan untuk mengajukan Kasasi ke 
Mahkamah Agung. Kasus tindak pidana  penganiayaan dalam putusan Mahkamah 
Agung Nomor 289K/PID/2017 atas Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto, yang 
amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Kasasi dari 
Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
361/Pid.B/2016/PN.Mgl serta menyatakan Terdakwa terbukti sah melakukan 
tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara 2 (dua) bulan yang masa 
penahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis lebih dalam 
mengenai upaya Kasasi Penuntut Umum tentang putusan Judex Facti yang 
menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima merupakan putusan dengan 
penerapan hukum yang salah dalam perkara tindak pidana penganiayaan, yang 





HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI 
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA 
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 289K/PID/2017)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah 
agar dikaji lebih jelas dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan 
masalah yang ditulis penulis dalam penulisan hukum (skripsi) adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah putusan judex facti yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat 
diterima dapat dijadikan alasan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi 
telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP? 
2. Apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Kasasi 
Penuntut Umum pada perkara penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 255 
ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian hukum haruslah memiliki tujuan yang terarah agar dapat 
menjadi penyelesaian masalah yang tetulis di dalam rumusan masalah. Tujuan 
yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini, dibagi 
menjadi 2 (dua) yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif, antara lain: 
1. Tujuan Objektif 
a) Mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai surat dakwaan 
tidak dapat diterima yang dijadikan alasan dalam mengajukan upaya 
kasasi. 
b) Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara penganiayaan yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum telah 
sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 





a) Menambah, memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan 
serta pemahaman penulis dalam Hukum Acara Pidana, khususnya 
mengenai upaya hukum Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan 
penerapan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam perkara 
penganiayaan. 
b) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan 
melatih kemampuan penulis agar dapat berguna baik bagi penulis 
maupun masyarakat umum.  
c) Melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelajar sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian pada hakikatnya diharapkan dapat memberikan suatu 
manfaat, sebab dengan besar kecilnya suatu manfaat menentukan nilai-nilai dari 
penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan hukum ini 
yaitu: 
1. Manfaat Teoretis  
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 
mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara 
Pidana pada khususnya. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya bahan 
refrensi, literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang digunakan. 
2. Manfaat Praktis 
a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b) Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir serta untuk 
mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat. 
c) Memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai surat dakwaan 
tidak dapat diterima dalam pengajuan alasan kasasi dan pertimbangan 





E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, 
bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum 
dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sini, dibutuhkan 
kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran 
hukum,menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan 
pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). 
Berdasarkan hal tersebut metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian 
ini antara lain sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum 
normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal 
research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek) adalah selalu normatif 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah preskriftif dan 
terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriftif dan terapan. Bersifat preskriftif yang dimaksudkan untuk 
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskriftif atau 
penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau 
peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam hal ini, objek ilmu hukum 
adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan 
hukum dengan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) 
bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 41-42). Sebagai ilmu terapan, Ilmu Hukum hanya dapat 
diterapkan oleh ahlinya sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum 
adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidahnya. Penelitian hukum harus 





Penerapan ilmu hukum harus berdasarkan teori yang melandasinya dan 
tidak boleh menyimpang teori (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 67-70). 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud,  penelitian hukum memiliki beberapa 
pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan 
informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 
dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tang dugunakan di dalam 
penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historial 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud, 2014:133). 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan studi kasus (case study). Peter Mahmud mengemukakan studi 
kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari 
berbagai aspek hukum dan perlu memahami ratio-decidendi yaitu alasan 
pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan (Peter Mahmud, 
2014:134) 
4. Jenis dan Bahan Sumber Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 
Hakim. Adapun bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 181). 






a) Bahan hukum primer 
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana (KUHP); 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP); 
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung; 
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017. 
b) Bahan hukum sekunder 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berupa 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan 
komentar-komentar atas Putusan Pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 181). Dengan demikian sumber bahan hukum sekunder yang 
digunakan oleh penulis antara lain: 
1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; 
4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan 
dengan penulisan hukum ini yang digunakan penulis yaitu studi dokumen 
(studi kepustakaan). Dalam mendapatkan landasan teori dengan cara 
membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat 
catatan dari buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan hal-hal 





6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis penelitan menggnakan metode selogisme yang 
bersifat deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika 
silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah 
aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari 
kedua premis ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion) (Peter 
Mahmud Marzuki, 2013: 47). Sehingga dapat diambil simpulan mengenai 
teknik analisis deduktif selogisme adalah menganalisis hukum dalam 
kenyataan (in concerto) dalam hal ini adalah putusan Hakim dengan 
hukum yang abstrak (in abstracto) yaitu peraturan perundang-undangan 
untuk diambil suatu simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian premis mayornya adalah peraturan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), dan peraturan lain yang relevan sedangkan premis minornya 
adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
289K/PID/2017. Antara premis mayor dan premis minor dapat ditarik 
simpulan bahwa perkara ini diputus secara Kasasi melalui Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 yang pada intinya menyatakan 
mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Membatalkan Putusan 
Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 
Januari 2017. Menyatakan Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan 
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Menjelaskan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang berguna 
untuk memberikan secara jelas,sistematis dan menyeluruh serta sesuai dengan 
aturan yang ada agar mempermudah pemahaman mengenai penulisan hukum ini. 





BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab  I ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 
Sistematika Penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II ini berisi uraian mengenai kajian teori berdasarkan dengan 
literatur-litertur yang ada berkaitan dengan permasalahan mengenai 
upaya hukum Kasasi, pertimbangan hakim dalam mengambil 
putusan, dakwaan yang tidak dapat diterima dan tindak pidana 
penganiayaan serta kerangka pemikiran penulis. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab III  ini diuraikan tentang hasil penelitian dengan pembahasan 
yang telah sesuai dengan teknik dan metode penelitian yang telah 
ditentukan dengan berdasar rumusan masalah yang diteliti, yaitu 
kesesuaian upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex 
Facti menyatakan surat dakwaan tidak diterima dalam perkara 
penganiayaan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP serta 
Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan Kasasi dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP. 
BAB IV : PENUTUP 
Uraian bab IV ini merupakan bab akhir dalam penelitian hukum 
yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang terkait 







A. Kerangka Teori 
1. Ruang Lingkup Pengaturan Upaya Hukum Kasasi 
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP secara normatif telah 
mengatur pengertian upaya hukum, menyebutkan bahwa: “Upaya hukum 
adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak 
Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 
KUHAP telah membeda-bedakan antara upaya hukum biasa yang 
diatur dalam Bab XVII meliputi Banding dan Kasasi, dengan  upaya 
hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII berupa Kasasi demi 
kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. 
Kasasi berasal dari bahasa Perancis yaitu casser yang artinya 
memecah sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahh 
“pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap 
putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan 
Undang-Undang” .  Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan 
merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan 
kepada pencari keadilan. Peradilan Kasasi dapat diartikan memecah atau 
membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena 
dinilai salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif memiliki 
kewenangan mengadili perkara Kasasi tidak serta merta dan pasti 
melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau Penuntut 
Umum, mengajukan Kasasi atau tidak dan tergantung syarat lain yang 
harus dipenuhi. Secara yurudis formil, permohonan Kasasi dapat diterima 
apabila memenuhi syarat formil antara lain tenggang waktu mengajukan 





disediakan oleh hukum acara yaitu Verzet dan Banding serta memberikan 
memori Kasasi dalam waktunya. (Henry P.Panggabean, 2001:201). 
Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa 
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau 
penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.  
Berpedoman Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka arti Kasasi 
adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat Banding 
atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat terjadi berupa: 
a) Melampaui batas kewenangannya yang ditentukan perundang-
undangan. 
b) Penerapan yang tidak tepat atau keliru. 
c) Melanggar hukum yang berlaku. 
d) Tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-
undangan. 
Tujuan dari Kasasi yaitu menciptakan kesatuan penerapan hukum 
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-
Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. (Andi Hamzah, 2009: 207). 
Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang 
dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (judex facti) 
apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan 
sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan 
kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya 
itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai 





dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas 
(vrijspraak) oleh hakim pengadian negeri. (Emmy Sri Mauli, 2014: 16) 
Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Kasasi 
ke Mahkamah Agung yaitu meliputi syarat formil dan syarat materiil. 
Adapun syarat formil berisi tata cara pengajuan permohonan kasasi yang 
menyangkut jangka waktu pengajuan permohonan kasasi, pengajuan 
memori kasasi dan konsekuensi jika terlambat mengajukannya diatur 
dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 252 KUHAP. Sedangkan syarat 
materiil adalah alasan Kasasi yang telah ditetapkan yaitu alasan Kasasi 
yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan alasan Kasasi yang tidak 
dibenarkan oleh Undang-Undang. Alasan Kasasi yang dibenarkan menurut 
Undang-Undang termuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari: 
a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
tidak sebagaimana mestinya; 
b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
Undang-Undang; 
c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewengnya. 
Ketiga hal ini keberatan Kasasi yang dibenarkan oleh Undang-
Undang sebagai alasan Kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan Kasasi 
ditolak karena tidak dibenarkan Undang-Undang. Penentuan alasan yang 
limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang 
Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat Kasasi, 
terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di 
luar dari ketiga hal tersebut, Undang-Undang tidak membenarkan 
Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi 
seseorang yang mengajukan permohonan Kasasi harus benar-benar 
memperhatikan memori Kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran 
yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) (M.Yahya Harahap, 2010:565). 






a) Keberatan Kasasi putusan Pengadilan Timggi menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri. 
Alasan yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa 
pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, 
tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan Kasasi. Percuma 
permohonan Kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, 
sebab seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta 
sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal itu tidak 
merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan 
pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan 
Undang-Undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas 
wewenang yang apa adanya, dan tindakan Pengadilan Tinggi 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang 
yang apa adanya, karena berwenang penuh menguatkan dan 
mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak tepat. 
b) Keberatan atas penilaian pembuktian. 
Keberatan atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan 
Kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, 
Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat 
Kasasi. Hal ini berbeda dengan kesalahan penerapan hukum 
pembuktian, kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak 
merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena itu, keberatan tersebut 
dapat dibenarkan dalam tingkat Kasasi. 
c) Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta. 
Alasan Kasasi yang sering dikemukakan pemohon adalah 
pengulangan fakta, padahal sudah jelas alasan Kasasi seperti ini tidak 
dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Arti pengulangan fakta ialah 
mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah 
dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri 
maupun dalam Memori Banding. Isi Memori Kasasi yang diajukan 





dikemukakannya dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, pemohon 
telah mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu 
kembali lagi diutarakannya dalam Memori Kasasi menjadi alasan 
Kasasi. Keberatan Kasasi yang seperti ini, tidak dibenarkan Undang-
Undang, dan Mahkamah Agung menganggapnya sebagai pengulangan 
fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi. 
d) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara. 
Alasan yang seperti ini sering dikemukakan pemohon dalam 
Memori Kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari apa 
yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang 
bersangkutan. Keberatan Kasasi yang seperti ini dianggap tidak 
relevan karena berada di luar jangkauan pokok permasalahan yang 
bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan. 
e) Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda. 
Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat 
dibenarkan Undang-Undang, sebab tentang berat ringannya hukuman 
pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda 
adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan 
tingkat Kasasi. 
f) Keberatan Kasasi atas pengembalian barang bukti. 
Alasan Kasasi semacam ini pun tidak dapat dibenarkan. 
Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang 
pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan Kasasi. Pengadilan 
sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti 
dikembalikan. 
g) Keberatan Kasasi mengenai novum. 
Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah keberatan 
Kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah diperiksa” 
sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik dalam sidang 
Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat Banding. Berarti suatu hal 





diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan 
Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat Banding tidak dapat 
dibenarkan karena tidak takluk pada pemeriksaan Kasasi. Pengajuan 
hal seperti ini dalam hal keberatan Kasasi dianggap hal baru atau 
“novum” (M. Yahya Harahap,2010: 573). 
KUHAP telah diatur mengenai tata cara proses pengajuan 
permohonan upaya hukum Kasasi sebagai berikut: 
a) Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP termuat bahwa pemohon Kasasi 
disampaikan oleh pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah 
memutus perkaramya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu 
diberitahukan kepada Terdakwa; 
b) Ketentuan Pasal 245 ayat (2) KUHAP termuat bahwa permohonan 
Kasasi tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan 
yang disebut akta permintaan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera 
dan pemohon Kasasi serta dicatat dalam daftar yang dilampirkan 
dalam berkas perkara; 
c) Ketentuan Pasal 245 ayat (3) KUHAP termuat bahwa dalam hal 
Pengadilan Negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan 
oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh 
Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib 
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang 
lain; 
d) Ketentuan Pasal 246 ayat (1) KUHAP termuat bahwa apabila tenggang 
waktu sebagaimana dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa 
diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan maka yang 
bersangkutan dianggap menerima putusan; 
e) Ketentuan Pasal 246 ayat (2) KUHAP termuat bahwa apabila dalam 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon terlambat 





f) Ketentuan Pasal 246 ayat (3) KUHAP termuat bahwa dalam hal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) maka Panitera 
mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta 
tersebut pada berkas perkara; 
g) Ketentuan Pasal 247 ayat (1) KUHAP termuat bahwa selama perkara 
permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, 
permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah 
dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan 
lagi; 
h) Ketentuan Pasal 247 ayat (2) KUHAP termuat bahwa jika pencabutan 
dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, 
berkas tersebut tidak jadi dikirimkan; 
i) Ketentuan Pasal 247 ayat (3) KUHAP termuat bahwa apabila perkara 
telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara 
itu pemohon mencabut permohonan Kasasinya, maka Pemohon 
dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya; 
j) Ketentuan Pasal 247 ayat (4) KUHAP termuat bahwa permohonan 
Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali; 
k) Ketentuan Pasal 247 ayat (2) KUHAP termuat bahwa pemohon Kasasi 
wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan 
Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan 
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera 
yang untuk itu memberikan surat tanda terima; 
l) Ketentuan Pasal 248 ayat (2) termuat bahwa dalam pemohon Kasasi 
adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu 
menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia 






m) Ketentuan Pasal 248 ayat (3) KUHAP termuat bahwa alasan yang 
tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaiman dimaksud dalam 
Pasal 253 ayat (1) KUHAP; 
n) Ketentuan Pasal 248 ayat (4) KUHAP termuat bahwa apabila dalam 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon 
terlambat menyerahkan Memori Kasasi maka hak untuk mengajukan 
permohonan Kasasi gugur; 
o) Ketentuan Pasal 248 ayat (6) KUHAP termuat bahwa tembusan 
Memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera 
disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak 
mengajukam Kontra Memori Kasasi; 
p) Ketentuan Pasal 248 ayat (7) KUHAP termuat bahwa dalam tenggang 
waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), Panitera menyampaikan 
tembusan Kontra Memori Kasasi kepada pihak yang semula 
mengajukan Memori Kasasi; 
q) Ketentuan Pasal 249 ayat (1) termuat bahwa dalam hal salah satu pihak 
berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam Memori 
Kasasi atau Kontra Memori Kasasi, kepadanya diberikan kesempatan 
untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1); 
r) Ketentuan Pasal 249 ayat (3) KUHAP termuat bahwa selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu 
tersebut dalam ayat (1), permohonan Kasasi tersebut selengkapnya 
oleh Panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah 
Agung. 
2. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Menyatakan 
Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima 
Istilah surat dakwaan (telastelegging) dipakai secara resmi di 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa 





surat tuduhan sebagai terjemahan dari (telastelegging). Pengertian dari 
surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang 
didakwakan untuk terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan 
perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak 
pidana di Pengadilan (Matteus A.Rogahang, 2012:112). 
Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas 
lengkap Terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang 
dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan 
dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu 
dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana 
menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan 
(Husein 1994:43). 
Adapun manfaat surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara 
antara lain yaitu: 
a) Bagi Hakim 
Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan 
yang akan dijatuhkan, dan dasar untuk membuktikan terbukti / 
tidaknya kesalahan terdakwa. 
b) Bagi Penuntut Umum  
Sebagai dasar dalam pelimpahan perkara, dasar pembuktian 
kesalahan Terdakwa, dasar tunututan pidana dan dasar pengajuan 
upaya hukum. 
c) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum 
Sebagai dasar pengajuan eksepsi, dasar untuk menyusun 
pembelaan (pledoi) dan dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan 
terhadap Terdakwa Penuntut Umum (alibi). 
Menurut Pasal 143 KUHAP memuat syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam surat dakwaan yaitu: 





Diberi tanggal dan Memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan 
pekerjaan Tersangka serta ditandatangani Penuntut Umum (Pasal 143 
ayat (2) huruf a KUHAP). 
b) Syarat Materiil 
Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). 
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa surat 
dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum. 
KUHAP tidak mengatur ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur 
tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik hukum 
penuntutan masing-masing penuntut umum dalam penyusunan surat 
dakwaannya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan 
pengalaman masing-masing. Beberapa bentuk surat dakwaan sebagai 
berikut (Andi Hamzah, 2002: 180) : 
a) Surat Dakwaan Tunggal 
Surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan terhadap terdakwa 
hanya didakwakan memenuhi satu tindak pidana misalnya hanya 
tindak pidana pencurian atau tindak pidana penipuan. Penyusunan 
surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang 
teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut 
umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini 
berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat 
sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana 
dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. 
b) Surat Dakwaan Subsider 
Surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya dirumuskan 
beberapa tindak pidana secara berlapis bertingkat dimulai dari delik 





ringan. Akan tetapi yang sungguhsungguh didakwakan terhadap 
terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang hanya satu. 
c) Surat Dakwaan Alternatif 
Surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan mirip bentuk 
surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, 
tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak 
pidana atau dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan 
tindak pidana mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan 
sidang pengadilan tanpa terkait pada unsur tindak pidana yang 
didakwakan. 
d) Surat Dakwaan Kumulatif 
Surat dakwaan didakwakan secara serempak beberapa delik atau 
dakwaan yang masing-masing delik berdiri sendiri. 
Surat Dakwaan merupakan bagian penting dalam pertimbangan 
Hakim untuk mengambil putusan. Pengertian putusan sendiri telah 
termuat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 
KUHAP yang berbunyi bahwa: “Putusan pengadilan adalah 
pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang ini.” 
Putusan Hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. 
Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa 
putusan seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan 
masyarakat (sense of justice). Antara undang – undang dengan Hakim / 
pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu 
dengan lainnya (HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, 
2013:11). 
Adapun beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh 





a) Putusan Bebas 
Putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ”tidak 
terbukti” secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 
b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 
Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, apabila pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. 
Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan 
terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak sesuai perumusan 
ketentuan peraturan pidana yang didakwakan (Pasal 191 ayat (2) 
KUHAP). 
c) Putusan Pemidanaan 
Putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat dan 
menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, dimana telah terpenuhi sekurang-kurangnya 
dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan 
terdakwa bersalah telah melakukannya (193 ayat (1) KUHAP). 
d) Putusan tidak Berwenang Mengadili 
Pasal 147 KUHAP, memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah 
menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan 
pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. 
Yang pertama dan utama yang diperiksanya, apakah perkara yang 
dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan 
Negeri yang dipimpinnya. Seandainya ketua Pengadilan Negeri 
berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti 
yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP, yaitu karena tindak pidana 
yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan, atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, 





Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di 
wilayah Pengadilan Negeri lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun 
lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana 
dilakukan. 
e) Putusan yang Menyatakan Dakwaan tidak Dapat Diterima 
Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam hal 
terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa 
pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak 
dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah 
diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan 
pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk 
selanjutnya mengambil keputusan.”   
f) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 
Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan 
dakwaan batal demi hukum, baik hal itu oleh karena atas permintaan 
yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi, 
maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk 
membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan 
tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf 
b KUHAP yaitu Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Dalam pengambilan keputusan diperlukannya pertimbangan 
Hakim agar terciptanya suatu putusan yang adil bagi Terdakwa maupun 
korban, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 





putusan, dapat dibagi dalam dua kategori. Menurut Rusli Muhammad 
dalam memberikan telaah kepada pertimbangan Hakim dalam berbagai 
putusannya, kategori itu adalah (Rusli Muhammad, 2006:124) : 
a) Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain: 
1) Dakwaan Penuntut Umum 
2) Keterangan Terdakwa 
3) Keterangan Saksi 
4) Barang Bukti 
5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana 
b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis  
Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis merupakan pertimbangan 
yang bersifat sosiologis, kriminologis dan psikologis. Hakim dalam 
proses menjatuhkan putusan, membuat pertimbangan yang bersifat non 
yuridis. Pertimbangan non yuridis dibutuhkan oleh Hakim dikarenakan 
masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak 
cukup didasarkan dari segi normatif dan segi kerugian. Tetapi, faktor 
intern dan ekstern juga harus dipertimbangkan (Andi Hamzah, 2009: 
20). 
1) Latar belakang Terdakwa 
2) Akibat  perbuatan Terdakwa 
3) Kondisi diri Terdakwa 
4) Agama Terdakwa 
3. Penilaian Hakim Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan 
Berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang 
digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana 
terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, 





yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk 
menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang 
dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. 
Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat 
melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan 
penjelasan menteri kehakiman (Mhd. Teguh Syuhada, 2017: 134). Pada 
doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur 
sebagai berikut:  
a)  Adanya kesengajaan; 
b) Adanya perbuatan; 
c) Adanya akibat perbuatan ( yang dituju ), yakni: 
1) Rasa sakit pada tubuh; 
2) Luka pada tubuh. 
Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur 
kedua dan ketiga berupa unsur objektif. 
Dalam Bab XX Buku II pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 
KUHP telah memuat berbagai macam bentuk Penganiayaan, antara lain 
yaitu: 
a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan adanya alat bukti 
dengan kekuatan pembuktian yang kuat. Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh 





mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah yang mana berbunyi 
bahwa: “Alat bukti yang sah ialah: 
a) Keterangan saksi 
b) Keterangan ahli 
c) Surat 
d) Petunjuk 
e) Keterangan Terdakwa”. 
Pembuktian sebagaimana dimaksud alat bukti yang sah yang termuat 
dalam Pasal 184 KUHAP, maka akan diuraikan sebagai berikut ini: 
a) Keterangan saksi 
Menurut David A. Lagnado and Nigel Harvey berpendapat bahwa 
saksi yaitu “people construct stories to make sense of the evidence 
presented in court, and these narratives determine their pre 
deliberation verdicts. Stories typically involve networks of causal 
relations between events; theyon then evidence presented in the case, 
as well as an prior assumptions and common sense knowledge” (David 
A. Lagnado and Nigel Harvey, 2008: 1167). Secara garis besar dapat 
dinyatakan sebagai berikut bahwa saksi adalah orang yang 
memberikan keterangan untuk memahami bukti yang ada di 
pengadilan dan keterangannya untuk menentukan pertimbangan 
putusan hakim. Keterangan biasanya melibatkan hubungan sebab 
akibat antara peristiwa dan dapat dijadikan bukti sesuai dengan yang 
diketahuinya. 
Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan 
bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”. 
Pengertian keterangan saksi Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan 
bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 





pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. 
Perluasan pengertian keterangan saksi menurut Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa 
“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang 
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak 
menentukan, sama sekali tidak mengikat Hakim. Hakim bebas untuk 
menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian 
Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada 
keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan 
saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat 
pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” 
(M. Yahya Harahap, 2002:294-295). 
b) Keterangan ahli 
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula 
dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap 
sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan 
saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami 
oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai 
suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan 
pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 
2001 : 269). 
Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa 
didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak 
memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 
KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang 





kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk pembuktian 
keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan 
ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus 
disertai dengan alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, 2002:304-
305). 
c) Surat 
Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang menyatakan 
bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan sumpah, adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 
dilihat atau yang dialaminya sendiri. 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat 
berdasarkan keahliannya. 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
d) Petunjuk 
Petunjuk adalah suatu kejadian-kejadian atau keadaan atau hal lain, 
yang keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan 
peristiwa itu sendiri, nyata menunjukkan, bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana (Moch. Faisal Salah, 2001:300). 
Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. 





Pasal 189 KUHAP memuat mengenai alat bukti keterangan 
Terdakwa yang berbunyi: 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang , 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang 
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 









B. Kerangka Pemikiran 
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 
 





Alasan Kasasi Penerapan Hukum 
yang Salah Pada Dakwaan Penuntut 
Umum Tidak Dapat Diterima 
Undang-Undang 





Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Peraturan 
Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) 
Pertimbangan Mahkamah Agung 
Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 289K/PID/2017 






Kerangka pemikiran ini menjelaskan alur pikir penulis dalam menganalisis 
terhadap permasalahan yang dikaji. Berawal dari adanya kasus tindak pidana 
penganiayaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa Surat 
Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 Oktober 
2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto tidak dapat diterima. 
Putusan Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diajukan upaya hukum 
Kasasi oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung. Menanggapi atas Putusan 
Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi 
kepada Mahkamah Agung dengan alasan putusan Judex Facti yang menyatakan 
dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima merupakan putusan dengan 
penerapan hukum yang salah. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 
289K/PID/2017, Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut 
Umum dengan menyatakan bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 
Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017, Terdakea 
Muji Zuliyanto bin Muryoto terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
penganiayaan dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Penulis menganilisis mengenai 
kesesuaian alasan permohonan kasasi dan  pertimbangan Mahkamah Agung 
mengabulkan alasan pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum 
(Pemohon Kasasi), sebagai premis minor yaitu fakta hukum dalam putusan 
289K/PID/2017 yang dihubungkan dengan premis mayor berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang relevan yaitu berdasar KUHAP dan KUHP, 
selanjutnya dari kedua premis tersebut saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Penulis telah melakukan penelitian pada Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 289K/PID/2017 dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama   : Muji Zuliyanto bin Muryoto 
Tempat lahir  : Tulung Bawang Barat 
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Juli 1991 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Asrama Polsek Nata Desa Merak Batin,   
  Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Anggota Polri 
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa 
Muji Zuliyanto bin Muryoto seorang anggota Polri yang berdinas 
di Polsek Natar dengan sengaja melawan hukum melakukan tindak pidana 
penganiayaan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada 
saksi korban Mujiyono bin Darmo Utomo. Pada hari Rabu tanggal 30 
September 2015 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Nawi Rejo bin 
Wiro Rejo yang berada di Tiyuh Daya Asri Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan 
Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan 
pemukulan kepada saksi korban Mujiyono menggunakan meja ke arah 
kepala saksi korban Mujiyono yang dihalangi/ditangkis oleh saksi korban 
Mujiyono dengan tangan sehingga hanya mengenai tangan saksi korban 
Mujiyono bukan kepalanya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB 





Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditempati 
oleh saksi Enda Suhendra bin Tarsidi, Terdakwa melakukan penganiayaan 
lagi dengan menampar pipi lalu memukul perut saksi korban Mujiyo 
menggunakan tangan kosong atas permasalahan sertifikat tanah milik saksi 
Nawi Rejo bin Wiro Rejo. 
Selanjutnya, saksi korban Mujiyono datang ke puskemas dan pada 
saat itu perawat jaga melakukan pemeriksaan awal berupa cek tekanan 
darah dan detak jantung, kemudian perawat jaga menghubungi dokter Edi 
Winarso yang selanjutnya melakukan pemeriksaan berlanjut kemudian 
dikeluarkannya surat Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-
DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Edi 
Winarso dan telah dipastikan dalam sidang pemeriksaan, dengan hasil 
pemeriksaan ditemukan cidera yang disebabkan benturan dengan benda 
tumpul yang saksi korban Mujiyono mengalami luka di bagian bibir atas, 
leher memar sebelah kanan, mata sebelah kanan mengalami lebam dan 
dada sebelah kanan nyeri, kepala sakit/pening. Saksi korban Mujiyono 
tetap melaksnakan profesinya sebagai guru untuk mengajar meskipun 
sedang sakit mengingat itu kewajibannya.  
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang 
Bahwa Muji Zuliyanto bin Muryoto pada hari Rabu tanggal 30 
September 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan 
September 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 
bertempat di rumah saksi Nawi Rejo di Tiyuh Daya Asri Rt. 03 Rw.02, 
Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tempat kedua 
terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB 
di rumah kontrakan saksi Enda Suhendra bin Tarsidi atau setidak-tidaknya 
di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum 





sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka” perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
a) Berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 19.30 
WIB datang Terdakwa Muji mengetuk pintu rumah saksi korban 
Mujiyono bin Darmo Utomo yang saat itu saksi korban Mujiyono 
sedang bersama saksi Wahyuni Wigati Masriyani, S.Pd. binti Masdar 
MS (istri saksi korban), serta dengan anak-anak saksi korban di Daya 
Asri Rt.03 Rw. 02, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang 
Barat, kemudian saksi korban Mujiyono mempersilahkan masuk dan 
mengajak Terdakwa Muji bersalaman, namun Terdakwa Muji menolak 
dan berkata “gak usah salam-salaman, ayo kita ngobrol di rumah mbah 
Nawi” kemudian Terdakwa Muji menggandeng tangan saksi korban 
Mujiyono untuk berjalan ke rumah Nawi, dan sesampainya di rumah 
mbah Nawi lalu Terdakwa Muji berkata kepada saksi korban 
Mujiyono “kenapa bapak kok minta-minta tanda terima sama siwo 
saya (pakde Muji)” kemudian saksi korban menjawab “paling gak 
untuk pegangan saya bahwa saya sudah menyerahkan sertifikat 
walaupun sertifikat pengganti” kemudian Terdakwa kembali berkata 
“kenapa kok urusannya sama siwo (pakde), kenapa gak sama saya” 
kemudian saksi korban menjawab “saya pikirkan cuma tanda terima 
aja bahwa saya sudah menyerahkan sertifikat pengganti” lalu saat itu 
datang saksi Winarti binti Sukardi (keponakan saksi Nawi), 
selanjutnya Terdakwa Muji kembali bertanya “pokoknya saya minta 
sertifikat yang asli”, kemudian saksi korban menjawab “lo, gak bisa 
mas, itu kan sudah hilang, udah penggantinya”, saat itu secara spontan 
dalam keadaan terang yang disinari oleh lampu listrik, Terdakwa Muji 
langsung mengangkat meja kayu kemudian memukulkan ke arah 
kepala saksi korban Mujiyono, dan saksi korban membela diri dengan 
cara memegangi kepala saksi korban sendiri sehingga meja tersebut 
hanya mengenai kedua tangan saksi korban dan saksi korban berkata 





Notaris Amran”, lalu Terdakwa Muji kembali berkata “pokoknya saya 
mau yang asli”, dan saksi korban berkata “lo mas kalau yang asli saya 
gak tahu mas, tanya aja ke Bank”; 
b) Selanjutnya Terdakwa Muji membawa saksi korban untuk menemui 
alamat orang Bank tersebut dengan menggunakan sepeda motor 
menuju rumah kontrakan saksi Enda selaku pegawai Bank Metro 
Syari’ah Madani di Tiyuh Daya Asri, kemudian setelah sampai di 
rumah kontrakan tersebut tepatnya di bagian halaman rumah kontrakan 
saksi Enda pada sekira jam 20.00 WIB dan dalam keadaan terang 
dikarenakan sinar lampu depan teras rumah kontrakan saksi Enda, 
saksi Enda sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa Muji bertanya 
kepada saksi korban “siapa namanya”, kemudian saksi korban 
menjawab “saya gak tahu namanya” lalu Terdakwa Muji langsung 
emosi sambil Terdakwa Muji menampar saksi korban bagian kanan 
dan kiri berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan dan saat 
itu saksi korban sambil mengucapkan minta maaf kepada Terdakwa 
Muji namun Terdakwa Muji “gak bisa minta maaf, nyuruh selesai”, 
sambil Terdakwa Muji kembali memukul saksi korban pada bagian 
bibir atas hingga bagian bibir atas saksi korban pecah dan bengkak 
menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian 
saksi korban merasa ketakutan dan kemudian saat itu datanng Saudara 
Samingun selaku pemilik kontrakan lalu Saudara Samingun 
memberitahukan kepada Terdakwa Muji dan saksi korban bahwa saksi 
Enda sedang keluar bersama orang Bank, kemudian Terdakwa Muji 
kembali emosi dengan melakukan atau memukul perut saksi korban 
Mujiyono sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan sehingga 
saksi korban terjatuh ke tanah karena kesakitan sambil menyebut nama 
Allah; 
c) Lalu tidak lama kemudian saksi Enda datang bersama saksi Edi 
Susanto bin Helmi dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian 





Enda adalah orang yang dimaksud (orang Bank marketingnya), 
kemudian Terdakwa Muji langsung menanyakan sertifikat kepada 
saksi Enda, namun saksi Enda tidak dapat menjelaskan sertifikat asli 
tersebut hingga Terdakwa menanyakan kepada saksi Enda tentang 
keberadaan pimpinan Bank, lalu saksi Enda menjelaskan bahwa 
pimpinan Bank sedang berada di Metro, akhirya Terdakwa Muji 
merasa bingung dan emosi sehingga Terdakwa Muji kembali 
menampar muka saksi korban Mujiyono di bagian kanan dan kiri 
sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu 
diketahui saksi Trisna Sigit Prihat Mega bin Edi Suwito yang 
merupakan tetangga dari rumah kontrakan saksi Enda dengan melihat 
kejadian tersebut berjarak sekitar 15 meter, kemudian Terdakwa 
berkata “pokoknya harus kembalikan sertifikat yang asli”, selanjutnya 
Terdakwa Muji mengajak saksi korban pulang namun saksi korban 
menjelaskan bahwa akan pulang dengan dihantar oleh saksi Enda 
kemudian saksi korban pulang dihantar oleh saksi Enda dan diiringi 
oleh Terdakwa Muji dari belakang dan sesampainya di rumah saksi 
korban, kemudia Terdakwa Muji pulang ke rumah saksi Nawi; 
d) Akibat kejadian tersebut saksi korban Mujiyanto mengalami luka dan 
bengkak pada bagian bibir atas karena dipukul, dan pada mata sebelah 
kanan sakit akibat ditampar beberapa kali, serta sakit di bagian perut 
karena dipukul serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 
2535/PKM-DM/TJ/IX/2015, pada waktu pemeriksaan dan datang ke 
Puskemas Daya Murni mendapatkan hasil pemeriksaan fisik tersebut 
pada tanggal 1 Oktober 2015 dapat disimpulkan bahwa saksi korban 
Mujiyono mengalami cidera yang disebabkan benturan dengan benda 
tumpul; 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 





4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang 
Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang 
Bawang tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut: 
a) Menyatakan Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; 
b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama 
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap 
ditahan; 
c) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 
2.000,00 (dua ribu rupiah). 
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Menggala 
Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017, yang amar lengkapnya 
sebagai berikut : 
a) Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Terdakwa 
Muji Zuliyanto bin Muryoto tidak dapat diterima; 
b) Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
6. Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi 
Bahwa alasan dan keberatan yang di sampaikan dalam memori 
kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala di 
Menggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 
sebagaimana telah tersebut di atas, dalam memeriksa dan perkara tersebut 
telah  melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum 
dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta 
telah melampaui batas wewenangnya, yang selanjutnya akan diuraikan 





a) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak 
menerapakan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya yakni dalam hal “Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur 
Melakukan Penganiayaan”: Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 
26 yang menyatakan “Bahwa benar terjadi pertentangan antara 
keterangan saksi korban Mujiyono dengan keterangan saksi Yuni, di 
mana saksi korban Mujiyono menerangkan Terdakwa memukul kepala 
saksi korban Mujiyono dengan meja kayu, sedang saksi Yuni 
menerangkan dengan bangku kayu” bahwa Hakim tidak menggali 
nilai-nilai maupun adat dari masyarakat di mana meja kayu dan 
bangku merupakan benda yang sama menurut bentuk dan fungsinya 
namun dalam masyarakat tertentu memiliki penyebutan benda: 
bangku/bang·ku/ n papan dan sebagainya (biasanya panjang) berkaki. 
– kaki bangku kecil tumpuan kaki. 
Meja/me·ja/ n perkakas (perabot) rumah yang mempunyai bidang datar 
sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya (bermacam-
macam bentuk dan gunanya). Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 
http://kbbi.web.id/meja, diakses rabu, 01 Februari 2017 pukul 03.05 
WIB. 
b) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada hal. 27 “bahwa benar saksi 
korban Mujiyono menerangkan bahwa Terdakwa langsung emosi 
sambil Terdakwa menampar wajah saksi korban Mujiyono bagian 
kanan dan kiri berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan 
(namun keterangan saksi korban Mujiyono berdiri sendiri karena tidak 
didukung oleh keterangan saksi yang lain)”, bahwa para saksi yang 
secara nyata memberikan keterangan dalam persidangan, 
keterangannya tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim berdasarkan 
fakta berkas BAP saksi korban pada hal. 2 point 8, BAP saksi Enda 
pada hal. 2 point 10, BAP saksi Edi Susanto pada hal. 3 sampai 4 point 
14, BAP saksi Samingun pada hal. 2 point 14, dimana dalam BAP 





tangan kanannya, dalam fakta persidangan para saksi menyatakan 
melihat Terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kanannya di 
mana keterangan yang diberikan oleh para saksi sesuai dengan BAP, 
hal ini juga sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 
2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Edi Winarso, yang 
menerangkan telah dilakukan pemeriksaan korban Mujiono bin Darmo 
Utomo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan 
ditemukan cidera yang disebabkan benturan dengan benda tumpul. 
Sehingga merupakan kesalahan yang teramat fatal, bila Majelis Hakim 
dalam pertimbangannya menyatakan “namun keterangan saksi korban 
Mujiyono berdiri sendiri karena tidak didukung oleh keterangan saksi 
yang lain”. 
c) Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada hal. 27, “kemudian Terdakwa 
Muji kembali emosi dengan memukul perut saksi korban sebanyak 1 
(satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga saksi Mujiyono 
terduduk, dimana menurut keterangan saksi Samingun posisi saksi 
Mujiyono terunduk dikarenakan saksi korban Mujiyono merasa takut 
dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak marah/emosi kepada saksi 
korban Mujiyono (keterangan saksi Samingun), sedangkan menurut 
keterangan saksi korban Mujiyono bahwa Terdakwa emosi dan 
memukul perut saksi korban Mujiyono sebanyak satu kali 
menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban terjatuh dan 
terduduk” bahwa Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan 
fakta persidangan secara utuh dan merupakan suatu kesatuan 
kronologis tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa yang 
pada saat itu setelah saksi Samingun memberitahu pada Terdakwa dan 
saksi korban jika saksi Enda sedang keluar, Terdakwa marah-marah 
karena takut saksi korban tertunduk takut, kemudian Terdakwa 
memukul perut saksi korban dengan tangan kanannya hingga saksi 





d) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 27 sampai hal. 28, “lalu saksi 
Enda menjelaskan bahwa pimpinan bank sedang berada di Metro, 
akhirnya Terdakwa merasa bingung dan emosi sehingga Terdakwa 
kembali menampar muka saksi korban Mujiyono di bagian kanan dan 
kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 
(keterangan saksi korban Mujiyono bertentangan dengan keterangan 
saksi Enda dan keterangan saksi Edi, di mana keterangan saksi korban 
Mujiyono mengatakan Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali 
dengan tangan kanan kosong, sedangkan keterangan saksi Enda dan 
keterangan saksi Edi mengatakan Terdakwa memukul (cenderung 
mengusapkannya) topi yang dikenakannya ke pipi saksi korban 
Mujiyono, sedangkan saksi Trisna Sigit tidak melihat pemukulan 
tersebut)”, bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan 
mempertimbangkan fakta persidangan secara utuh dan merupakan 
suatu kesatuan kronologis tindak pidana dalam perkara ini, dimana 
dalam BAP saksi korban pada hal. 2 point 8, BAP saksi Enda pada hal. 
2 point 10 dan BAP keterangan saksi Edi pada hal. 2 point 14 fakta 
persidangan para saksi menyatakan “Terdakwa merasa bingung dan 
emosi sehingga Terdakwa kembali menampar muka saksi korban 
Mujiyono di bagian kanan dan kiri sebanyak dua kali dengan 
menggunakan tangan kanan Terdakwa”, jika dilihat Pengertian Emosi 
menurut Daniel Goleman adalah setiap kegiatan atau pergolakan 
perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan 
meluap-luap. Daniel juga mengatakan bahwa emosi merujuk kepada 
suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologus 
dan psikologis dari serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 
Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman yaitu: (1) Amarah 
adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, 
mengamuk, benci, marah besar,jengkel, kesal hati, terganggu, rasa 
pahit, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian 





dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi 
diri, kesepian, ditolak, putus asa dan depresi, dsb (dalam Mohammad 
Asrori, 2010. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Dididik. 
Penerbit  Bumi Aksara: Jakarta) jika dipandang secara psikologis, 
dalam waktu terjadinya tindak pidana Terdakwa dalam keadaan emosi 
yang tidak stabil dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban, 
secara logika tidaklah mungkin seseorang yang dalam keadaan emosi 
hanya menguap muka saksi korban dengan topi. 
e) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 28, “bahwa benar selanjutnya 
Terdakwa mengajak saksi korban Mujiyono pulang namun saksi 
korban tidak mau pulang dengan Terdakwa dan ia akan pulang diantar 
oleh saksi Enda (menurut keterangan saksi Enda, saksi korban 
Mujiyono diantar oleh Satpam kantor BPRS Metro Madani), bahwa 
didalam BAP saksi korban, BAP saksi Enda dan fakta persidangan 
saksi korban diajak pulang oleh Terdakwa, dimana hal tersebut diakui 
oleh Terdakwa dalam BAP maupun dalam persidangan”, saat itu saksi 
korban tidak mau karena merasa terancam jiwanya hingga saksi 
korban memilih diantar oleh seseorang pekerja atau Pegawai BPRS 
Metro Madani, yang tidak saksi korban kenal, yang kemudian 
diketahui bernama Enda, Hakim tidak mempertimbangkan keadaan 
batin saksi korban saat itu yang mengalami kekerasan, ketakutan 
akibat perbuatan Terdakwa, dan tidaklah mungkin keadaan diri saksi 
korban saat itu untuk bertanya siapa nama pengantarnya dan apa 
pekerjaannya, yang terfikir oleh saksi korban adalah secepatnya 
kembali ke rumah dan melapor ke aparat Kepolisian. 
f) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal.28, “bahwa berdasarkan hasil 
Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 
Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Edi Winarso (Dokter 
Puskesmas Daya Murni-Kecamatan Tumi Jajar) tanggal 01 Oktober  
2015 atas nama diri saksi korban Mujiyono ditemukan memar di 





bibir atas, terdapat memar dipipi kiri dan pipi kanan, dan ditemukan 
memar kemerahan di perut kanan bagian atas, dengan kesimpulan 
bahwa saksi korban Mujiyono mengalami cidera yang disebabkan 
benturan dengan benda tumpul (yang melakukan pemeriksaan pasien 
adalah perawat jaga, bukan dokter Edi, kemudian tidak adanya foto 
tentang kondisi saksi korban Mujiyono ketika datang untuk dilakukan 
pemeriksaan yang menggambarkan keadaan saksi korban Mujiyono 
pada saat itu)”. 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis alat bukti. Pasal 184 
ayat (1) KUHAP menyatakan: 
“Alat bukti yang sah ialah: 
(1) Keterangan saksi; 
(2) Keterangan Ahli; 
(3) Surat; 
(4) Petunjuk; 
(5) Keterangan Terdakwa”. 
Bukti Visum Et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti surat. 
Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang 
menyatakan:  
“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 





(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan 
yang diminta secara resmi dari padanya; 
(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungnnya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain”. 
Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Visum Et 
Repertum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas 
sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu, Visum Et Repertum masuk dalam kategori alat bukti 
surat. Dengan demikian memiliki nilai pembuktian persidangan. 
Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “yang melakukan 
pemeriksaan pasien adalah perawat jaga, bukan dokter Edi, kemudian 
tidak adanya foto tentang kondisi saksi korban Mujiyono ketika datang 
untuk dilakukan pemeriksaan yang menggambarkan keadaan saksi 
korban Mujiyono pada saat itu” bahwa berdasarkan fakta persidangan 
terungkap fakta bahwa pada saat saksi korban di Puskesmas Daya 
Murni untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat itu perawat jaga 
melakukan pemeriksaan awal berupa check tekanan darah dan detak 
jantung, kemudian perawat jaga menghubungi dokter Edi Winarso, 
setelah itu dokter Edi Winarso melakukan pemeriksaan terhadap saksi 
korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dikeluarkan Visum 
Et Repertum Nomor 2535PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 
2015 yang ditandatangani oleh dr. Edi Winarso, di dalam persidangan 
telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dr. Edi Winarso, dan saksi 
dr. Edi Winarso menjelaskan Visum Et Repertum tersebut dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Edi Winarso. Bahwa di dalam KUHAP tidak 
pernah dinyatakan bahwa keabsahan atau syarat Alat bukti surat 
berupa Visum Et Repertum harus dilengkapi dan dilampirkan foto 
kondisi atau keadaan saat dilakukan visum, kerangka berfikir Majelis 
Hakim yang tidak mempertimbangkan keabsahan alat bukti surat 





oleh perawat dan visum tidak dilengkapi foto keadaan korban saat 
diperiksa adalah suatu kerangka berfikir yang salah, dan tidak 
seharusnya dengan alasan tersebut Hakim menghilangkan fakta materil 
perbuatan Terdakwa. 
g) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 28 “bahwa benar hasil visum 
tidak ditemukan adanya memar pada tangan saksi korban Mujiyono 
sebagai akibat dari pukulan menggunakan meja/bangku kayu yang 
dilakukan oleh Terdakwa”. “bahwa benar saksi Samingun, saksi Enda 
dan saksi Edi tidak melihat ada luka ataupun memar di wajah saksi 
korban Mujiyono”. 
Bahwa Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 
tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Edi Winarso 
memang tidak disebutkan adanya luka memar pada tangan korban, 
namun dengan tidak adanya luka pada tangan saksi korban tidak 
seharusnya menjadi dasar pertimbangan Hakim tidak 
mempertimbangkan atau mengkesampingkan hasil Visum Et 
Repertum, pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap 
saksi korban pada saksi Samingun, saksi Enda, dan saksi Edi melihat 
secara langsung saksi korban dianiaya oleh Terdakwa, namun pada 
saat itu para saksi bukannya tidak melihat ada luka ataupun memar 
seperti dalam pertimbangan Hakim, namun para saksi belum melihat 
karena lebam atau memar itu muncul beberapa saat setelah adanya 
benturan benda tumpul. 
Luka memar adalah suatu keadaan dimana terjadi pengumpulan 
darah dalam jaringan yang terjadi sewaktu orang masih hidup, 
dikarenakan pecahnya pembuluh darah kapiler akibat kekerasan benda 
tumpul. Bila kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka memar 
terjadi pada daerah dimana jaringan longgar, seperti di daerah mata, 
leher, atau pada orang lanjut usia, maka luka memar yang tampak 
seringkali tidak sebanding dengan kekerasan, dalam arti seringkali 





berpindahnya memar ke daerah yang lebih rendah, berdasarkan 
gravitasi. Salah satu bentuk luka memar yang dapat memberikan 
informasi mengenai bentuk dari benda tumpul, ialah apa yang dikenal 
dengan isitilah pendarahan tepi (marginal haemorrhages), misalnya 
bila tubuh korban terlindas ban kendaraan, dimana pada tempat yang 
terdapat tekanan justru tidak menunjukkan kelainan, kendaraan akan 
menepi sehingga terbentuk pendarahan tepi yang bentuknya sesuai 
dengan bentuk celah antara kedua kembang ban yang berdekatan. 
Hal yang sama misalnya bila seseorang dipukul dengan rotan atau 
benda yang sejenis, maka akan tampak memar yang memanjang dan 
sejajar yang membatasi darah yang tidak menunjukkan kelainan; darah 
antara kedua memar yng sejajar dapat menggambarkan ukuran lebar 
dari alat pengukur yang mengenai tubuh korban. Memperkirakan umur 
luka memar: 
(1) Hari ke 1 : terjadi pembengkakan warna merah kebiruan. 
(2) Hari ke 2 – 3 : warna biru kehitaman. 
(3) Hari ke 4 – 6 : biru kehijauan-coklat. 
(4) 1 – 4 minggu : menghilang/sembuh. 
(Dahlan, Sofwan. Traumatologi.  2004. Dalam: Ilmu Kedokteran 
Forensik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 67-
91) 
h) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 28 dan 29, “bahwa pasca 
pemukulan tersebut saksi tidak mendapatkan perawatan atau mendapat 
obat, saksi masih bisa tetap beraktifitas dengan kata lain tidak 
terhalang (keterangan saksi korban) bertentangan dengan keterangan 
saksi Yuni dimana saksi korban Mujiyono selama seminggu mengeluh 
dadanya sakit dan selama 2 (dua) minggu suami saksi/saksi korban 
Mujiyono bertugas/bekerja”. 
Bahwa dalam BAP saksi korban Mujiyono hal. 3 Point 10 dan BAP 
saksi Wahyuni pada hal. 2 point 3 dan dalam pemeriksaan persidangan 





bibir bagian atas, leher memar sebelah kanan, mata sebelah kanan 
mengalami lebam dan dada sebelah kanan nyeri, kepala sakit/pening, 
saat itu saksi korban tetap melaksanakan tigas sehari-hari sebagai guru, 
karena pada saat itu bersamaan dengan persiapan ujian semester, 
sehingga walaupun saksi korban dalam keadaan sakit namun karena 
kewajibannya, saksi korban tetap bekerja mengabdikan diri untuk 
mengajar, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak 
mempertimbangkan fakta hukum yang diterangkan oleh saksi korban 
dan saksi Wahyuni. 
i) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal.29, “Menimbang berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas 
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak 
pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan tidak 
terbukti/bukan melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat 
(1) KUHP)”. Adapun alasannya sebagai berikut: 
(1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri. 
(2) Cara menilai kebenaran saksi: 
(a) Persesuaian antara keterangan saksi; 
(b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
(c) Alasan saksi memberi keterangan tertentu; 
Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
Penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut 
banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. 
Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada 
tubuh orang lain (Satochid Kartanegara:509). 
Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 
KUHP disebut penganiayaan ringan, dan masuk kategori kejahatan 
ringan. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, unsur-unsur yang harus ada 
dalam penganiayaan ringan adalah: 





(2) Penganiayaan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 
Antara kedua unsur tersebut terdapat kata sambung atau, hal ini 
berarti kedua unsur tersebut bersifat alternative artinya tidak perlu 
kedua unsur tersebut terpenuhi baru dikatakan penganiayaan ringan 
tapi cukup salah satunya (R. Soesilo. 1995. Kitab Undag-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal. Politeia. Bogor. Hal. 245-246). 
Salah satu yurisprudensi yang sering dirujuk dalam konteks pasal 
ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Kr/1956 
tertanggal 31 Agustus 1957 (atas nama Terdakwa Lie Lam Fong). 
Putusan ini menegaskan norma hukum, kejahatan dalam Pasal 352 
KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan 
untuk menentukan tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau 
tidak, tidak perlu dibuktikan dengan adanya niat buruk Terdakwa. 
Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada 
hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya alat 
bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja 
ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti, 
yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara 
pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap bukti tersebut 
timbul dari bukti yang lain. (eddy. O.S.Hiariej, 2012, Teori Dan 
Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, Hal. 25-26) 
(1) Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “alat bukti yang 
sah ialah keterangan saksi”. 
(2) Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “alat bukti yang 
sah ialah petunjuk”. 
(3) Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi 






(4) Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan beberapa 
saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau 
keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila 
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain 
sedemikian ruopa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu 
kejadian atau keadaan tertentu”. 
(5) Pasal 188 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi “petunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 
(a) Keterangan saksi; 
(b) Surat; 
(c) Keterangan Terdakwa”. 
(6) Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan Terdakwa 
ialah apa yang Terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. 
Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi korban 
Mujiyono, saksi Enda, saksi Nawi, saksi Wahyuni, saksi Edi, saksi 
Winarsih, saksi Trisna dan saksi dr. Edi serta alat bukti surat, dimana 
alat bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lain yang dihadirkan 
dalam persidangan. 
j) Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 31-32, “Menimbang bahwa oleh 
karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 351 ayat 
(1) KUHP (penganiayaan) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
di persidangan nyatanya memenuhi rumusan Pasal 352 KUHP 
(penganiayaan ringan), sedangkan Terdakwa telah diadili dengan 
serangkaian proses dari penyidikan hingga persidangan, dimana 
persidangan ini dilaksanakan dengan acara biasa (Majelis Hakim) 
bukan acara cepat (Hakim tunggal), Majelis Hakim berpendapat telah 
terjadi kekeliruan dari Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara 
a quo maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah 
dinyatakan tidak dapat diterima (M.Yahya Harahap,SH. Pembahasan 





Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar 
GrAFIKA-2005 hal. 358). 
Majelis Hakim dalam mengutip doktrin atau pendapat sarjana, 
hanya mengutip sebagian tidak secara keseluruhan, sehingga 
mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan oleh sarjana atau ahli 
lewar pendapatnya, Majelis Hakim dalam mengutip pendapat 
M.Yahya Harahap hanya melakukan pemotongan pada frase kata 
“terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak 
dapat diterima”, padahal untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum 
tidak dapat diterima memiliki prasyarat dimana Terdakwa maupun 
kuasanya harus mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan 
Penuntut Umum. 
Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili: 
Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan, Ketua 
Pengadilan Negeri kemudian mempelajari berkas perkara tersebut 
untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut termasuk ke daam 
wewenang Pengadilan Negeri setempat atau tidak. Seandainya Ketua 
Pengadilan Negeri berpendapat tersebut tidak termasuk wewenangnya 
dikarenakan: 
(1) Tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau 
(2) Sekalipun Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, 
diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri 
tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil 
pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak 
pidana dilakukan dan sebagainya. Maka dalam hal yang di atas, 
Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, 
tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang 
berwenang mengadili. Untuk itu, Pengadilan Negeri yang 





tersebut kepada Pengadilan Negeri yanng dianggap berwenang 
mengadilinya. Kemudian, Pengadilan Negeri mengeluarkan surat 
penetapan yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili. 
(Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan 
Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 
Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hal. 357-358, Jakarta, Sinar 
Grafika) 
k) Persidangan Terdakwa Maupun Penasehat Hukum tidak pernah 
mengajukan Penasehat Hukum yang tidak pernah mengajukan eksepsi 
atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, namun di 
dalam Putusannya Majelis Hakim Menyatakan Surat Dakwaan 
Penuntut Umum Tidak Diterima. 
Pengertian Eksepsi atau Exception adalah tangkisan (plead) atau 
pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi 
pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan 
terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan. Dalam Pasal 
156 (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, istilah 
yang digunakan adalah keberatan kepada Terdakwa atau Penasehat 
Hukumnya diberi hak untuk mengajukan keberatan. Pengertian 
keberatan yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya 
dengan Objection dalam sistem Common Law, yang berarti perkara 
diajukan terhadap Terdakwa mengandung tertib acara yang improper 
(tidak tepat) atau illegal (tidak sah) (Dalam Rapat Kerja Teknis 
Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua  Pengadilan Tingkat Banding 
dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Semarang, 25-28 
November 1998, Eksepsi Putusan Sela dan Perlawanan, Tuanda 
Pidum, Mahkamah Agung RI, 1998, hal. 1) 
KLASIFIKASI EKSEPSI: 
Pasal 156 ayat (1) menyebutkan berbagai jenis keberatan atau eksepsi 
yang dapat diajukan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, namun 





bentuk atau jenis eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP, akan tetapi meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam 
perundang-undangan lain maupun dalam praktek peradilan. 
(1) Eksepsi Kewenangan Mengadili. 
Disebut eksepsi tak berwenang mengadili atau exception of 
inconpeteney (exception van onbevoegheid) dalam arti pengadilan 
yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili, yang 
diklasifikasi: 
(a) Tidak berwenang secara Absolut 
Munculnya persoalan kewenangan absolut mengadili (absolute 
competence) sebagai akibat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 
14/1970 yang telah menetapkan dan membagi Yuridiksi substantive 
untuk setiap lingkungan peradilan.  
(b) Tidak berwenang mengadili secara relatif 
Disebut kewenangan relatif mengadili perkara (relative 
competence) didasarkan pada faktor daerah hukum atau wilayah 
hukum suatu pengadilan. Dasar Pasal 84 ayat (10) Locus delicti, 
Pasal 84 ayat (2), Pasal 85, dan Pasal 86 KUHAP. 
Catatan kewenangan mengadili merupakan ketentuan yang 
bersifat aturan publik (public order), pengadilan tinggi secara ex 
officio berwenang memeriksa dan menilai apakah Pengadilan 
Negeri melanggar kompetensi relatif dalam mengadili perkara 
yang bersangkutan, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai 
eksepsi. 
(2) Eksepsi Kewenangan atau Hak Untuk Menuntutu Hapus atau 
Gugur. 
(a) Ekceptio judicate atau Nebis in idem Pasal 76 KUHP. 
(b) Ekceptio In Tempores Pasal 78 KUHP. 
(c) Terdakwa meninggal dunia Pasal 77 KUHP. 





(a) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat 
ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
(b) Eksepsi pemeriksaan tidk memenuhi syarat klacht delict. 
(4) Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. 
Eksepsi ini dikonstruksikan dari ketentuan Pasal 67 
KUHAP dan dipertegas Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
(5) Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima. 
Salah satu jenis eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP adalah dakwaan tidak dapat diterima akan tetapi undang-
undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan 
dakwaan tidak dapat diterima, pengertian umum yang diberikan 
terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan 
yang diajukan mengandung cacat formil atau mengandung 
kekeliruan beracara (error in procedure). Bisa cacat mengenai 
orang yang didakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan 
yang diajukan Penuntut Umum. 
(a) Eksepsi subjudice, tindak pidana yang didakwakan sedang 
tergantung pemeriksaannya. 
(b) Exception in personam, orang yang diajukan sebagai Terdakwa 
keliru yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah 
orang lain, karena dialah pelaku yang sebenarnya. 
(c) Eksepsi keliru sistematika surat dakwaan subsidaritas. 
(d) Keliru bentuk dakwaan yang diajukan. 
(6) Eksepsi Dakwaan Batal 
Dakwaan batal atau batal demi hukum atas alasan dakwaan 
yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP. 
(a) Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. 
(b) Dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap Identitas 
Terdakwa. 





(d) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana 
yang didakwakan. 
(Dalam Rapat Kerja Teknis Mahkamah Agung RI dengan Para 
Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan 
Peradilan Seluruh Indonesia, Semarang, 25-28 November 1998, 
Eksepsi Putusan Sela dan Perlawanan, Tuanda Pindum, Mahkamah 
Agung RI, 1998, hal. 2-10). 
l) Bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya 
mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi atas tuntutan Penuntut 
Umum Nomor Register Perkara PDM-217/MGL/11/2016 dalam 
Perkara Nomor 381/Pid.B/2016/PN.MGL pada hari Rabu tanggal 11 
Januari 2017 yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 
Prayoga Budhi, SH and Partners. 
m) Bahwa atas Nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan oleh Penasehat 
Hukum Terdakwa Prayoga Budhi, SH and Partners Penuntut Umum 
mengajukan Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan 
(Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara tindak pidana atas 
nama Terdakwa Muji Zulianto bin Maryoto Nomor Register Perkara 
PDM-217/MGL/11/2016 dalam perkara Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.MGL yang dibacakan Penuntut Umum pada hari 
kamis tanggal 12 Januari 2017. 
n) Bahwa Hakim Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkut, adalah keniscayaan dan kesalahan 
dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menyatakan surat 
dakwaan Nomor Register Perkara PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 
18 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto 
tidak dapat diterima sedangkan dalam persidangan Terdakwa maupun 
Penasehat Hukum tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan 
terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Prof. Sudikno 





pejabat yang diberi wewenaang itu, diucapkan dipersidangan bertujuan 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 
para pihak (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara 
Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993, hal. 174) dalam hukum 
pidana dikenal ada 2 (dua) jenis putusan Hakim yang dikenal selama 
ini, yaitu yang pertama putusan sela dan yang kedua putusan akhir. 
(1) Putusan Sela 
Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai 
surat dakwaan Penuntut Umum, sebab surat dakwaan merupakan 
dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap Terdakwa di suatu 
persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan 
dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum, dalam arti Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut Umum harus 
memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah 
ditentukan oleh undang-undang, yaitu : Pasal 143 KUHAP, yaitu 
syarat formil dan syarat materil. Terhadap surat dakwaan Penuntut 
Umum tersebut, ada hak secara yuridis dari Terdakwa atau 
Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan keberatan 
(eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang 
diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili 
(exeptie onbevoegheid) baik absolut maupun yang relatif, eksepsi 
dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan 
bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang 
nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi 
bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (obscure 
libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan 
error in persona. Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut 





perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan 
harus dibatalkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP, Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penuntut 
Umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian Hakim akan 
mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan 
oleh Hakim. Adapun materi putusan Hakim terhadap keberatan 
(eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak 
dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaiman 
ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain 
sebagai berikut: 
(a) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima. 
Apabila keberatan (eksepsi) Terdakwa atau Penasehat 
Hukum Terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara 
bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh Hakim, 
jika eksepsi Terdakwa yang diterima mengenai kewenangan 
relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Penuntut 
Umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah Pengadilan 
Negeri yang berwenang mengadilinya. Adapun jika keberatan 
(eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau 
dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara 
tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai 
sebelum Hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) 
KUHAP). 
(b) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima. 
Apabila dalam putusan selanya Hakim menyatakan bahwa 
keberatan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, 
dinyatakan tidak dapat diterima atau Hakim berpendapat hal 
tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara 
a quo, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah 
sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b 





dilakukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya adalah 
perlawanan (verzet), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan 
(verzet) yang diajukan oleh Terdakwa atau penasehat 
hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding 
terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri 
(Pasal 156 ayat (5) huruf a). 
(2) Putusan Akhir 
Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, 
maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, 
yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang 
terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang 
demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut 
KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan 
oleh Hakim dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut: 
(a) Putusan Bebas (Vrijspraak). 
Putusan bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan 
oleh Hakim yang berupa pembebasan Terdakwa dari suatu 
tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam 
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap 
Terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses 
pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya 
bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa Terdakwalah 
yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada 
Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, 
sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah 
dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP). 
(b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslagg van 





Putusan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum 
dijatuhkan oleh Hakim apabila dalam persidangan ternyata 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui 
bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, 
dan oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dinyatakan lepas 
dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 
Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 645 K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983, dimana 
dalam peristiwa konkret diketahui Terdakwa menerima 
pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang 
temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata Terdakwa 
tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan oleh 
pemilik uang, Terdakwa ini kemudian dilaporkan ke Polisi 
dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam 
persidangan, ternyata Hakim menemukan fakta hukum yang 
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pinjaman dari 
temannya. Perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana 
tetapi sudah memasuki ruang lingkup perbuatan dalam hukum 
perdata. 
(c) Putusan Pemidanaan 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa 
harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang 
dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 553 K/Pid/1982, tanggal 17 
Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang 
dijatuhkan merupakan kewenangan dari Judex Facti untuk 
menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam 





yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam 
undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2001 tentang HAM.  
Pendapat Penuntut Umum: 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan dihubungkan 
dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, d, e KUHAP, Pasal 185 
ayat (1), ayat (4) KUHAP, Pasal 187 huruf b KUHAP, Pasal 188 ayat (1) 
KUHAP, Pasal 188 ayat (2) huruf a, b, c KUHAP, Pasal 189 ayat (1), ayat 
(3) KUHAP, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Menggala telah jelas nyata mengabaikan fakta-fakta persidangan sebagai 
berikut: 
a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang hadir di 
persidangan di bawah sumpah, alat bukti surat berupa Visum Et 
Repertum dan adanya petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri 
di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 
September 2016 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi Nawi Rejo bin 
Wiro Rejo yang berada di Tiyuh Daya Asri Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan 
Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terdakwa telah 
melakukan pemukulan terhadap saksi Mujiyono bin Darmo Utomo 
menggunakan meja ke arah kepala saksi Mujiyono bin Darmo Utomo 
yang dihalangi/ditangkis oleh saksi Mujiyono menggunakan tangan 
sehingga meja yang dipukulkan oleh Terdakwa kearah kepala saksi 
Mujiyono mengenai tangan saksi Mujiyono. Kemudian sekira pukul 
20.30 WIB di kontrakan milik saksi Samingun, S.Pd bin Dulhamdi di 
Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang 
Barat yang ditempati oleh saksi Enda Suhendra bin Tarsidi, Terdakwa 
melakukan lagi penganiayaan terhadap saksi Mujiyono dengan cara 
Terdakwa menampar pipi saksi Mujiyono lalu memukul perut saksi 





Terdakwa atas permasalahan sertifikat tanah milik saksi Nawi Rejo bin 
Wiro Rejo. 
b) Bahwa pada saat itu perawat jaga melakukan pemeriksaan awal berupa 
cek tekanan darah dan detak jantung, kemudian perawat jaga 
menghubungi dokter Edi Winarso, setelah itu dokter Edi Winarso 
melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian setelah 
dilakukan pemeriksaan dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor 
2535/PKMDM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang 
ditandatangani oleh dr. Edi Winarso, di dalam persidangan telah 
dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dr. Edi Winarso, dan saksi dr. 
Edi Winarso menjelaskan visum tersebut dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. Edi Winarso. 
c) Bahwa benar saksi korban mengalami luka di bagian bibir bagian atas, 
leher memar sebelah kanan, mata sebelah kanan mengalami lebam dan 
dada sebelah kanan nyeri, kepala sakit/pening, saat itu saksi korban 
tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai guru, karena pada saat itu 
bersamaan dengan persiapan ujian semester, sehingga walaupun saksi 
korban dalam keadaan sakit namun karena kewajibanya, hal tersebut 
sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya 
Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015. 
d) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan 
Jaya Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 
yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. 
Edi Winarso, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 
korban An. Mujiono bin Darmo Utomo dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan cidera yang 
disebabkan benturan dengan benda tumpul. 
e) Bahwa Terdakwa Muji Zulianto bin Murtoyo merupakan anggota 
Polisi aktif yang berdinas di Polsek Natar yang seharusnya mengayomi 





terhadap saksi korban, sedangkan saksi korban adalah Mujiyono bin 
Darmo Utomo yang merupakan seorang pendidik atau Guru. 
f) Majelis Hakim dalam pertimbangannya, mempertimbangkan nota 
pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam 
putusannya. 
g) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbanganya tidak 
mempertimbangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan 
Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, dengan 
alasan tidak menjawab/ menganggapi/tidak menyentuh substansi. 
h) Bahwa benar jika dilihat dari fakta hukum dalam persidangan 
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di 2 (dua) 
tempat yang berbeda yaitu pertama, di rumah saksi korban di Desa 
Tiyuh Daya Asri Rw. 02 Rt. 03, kedua di rumah kontrakan saksi Enda 
di Desa Toyuh Daya Asri Rk. 03. Menurut R. Soesilo, tindak pidana 
yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan 
ringan, dan masuk kategori kejahatan ringan. Berdasarkan Pasal 352 
KUHP, unsur-unsur yang harus ada dalam penganiayaan ringan 
adalah: 
(1) Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit; atau 
(2) Penganiayaan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 
Antara kedua unsur tersebut terdapat kata sambung “atau”, hal ini 
berarti kedua unsur tersebut bersifat alternative artinya tidak perlu 
kedua unsur tersebut terpenuhi baru dikatakan penganiayaan ringan 
tapi cukup salah satunya (R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal. Politeia. Bogor. hal. 245-246). 
Salah satu yurisprudensi yang sering dirujuk dalam konteks pasal ini 
adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Kr/1956 tertanggal 
31 Agustus 1957 (atas nama Terdakwa Lie Lam Fong). Putusan ini 





tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk 
menentukan tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, 
tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk Terdakwa jika dilihat dari 
fakta hukum Terdakwa memang meniatkan adanya tindakan 
penganiayaan yang menyebabkan penderitaan pada saksi korban, hal 
terlihat Terdakwa yang melakukan penganiayaan di dua tempat 
berbeda kepada saksi korban, ini didukung dari keterangan para saksi 
dan alat bukti surat (Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan 
Jaya Nomor 2535/PKMDM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015) 
hingga telah terang benderang bahwa perbuatan Terdakwa sesuai 
dengan tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan 
tindakan kesengajaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa 
sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan 
pertimbangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan 
mempedomani Memori van Toelichting (M.v.T) yang menyatakan 
bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada 
barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki 
dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai 
menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), perkataan willens 
atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan 
suatu perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai 
menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat 
menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki dalam hal ini 
Terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) bahwa 
korban jatuh di depan mobilnya, namun Terdakwa tidak melakukan 
upaya dengan menghentikan mobil itu. Karena Terdakwa 
menghendaki korban meninggal. 
i) Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat 





bentuk dari kesengajaan itu, coraknya sebagai berikut (Prof. Sudarto, 
SH. Hukum Pidana I, hal 103-104): 
(1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai 
suatu tujuan (yang dekat); dolus directus; Corak kesengajaan ini 
merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. 
Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang 
dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan 
berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya; 
(2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids 
bewustzijn atau moodzakelijheid bewustzijn); Dalam hal ini 
perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat : akibat yang memang dituju 
si pembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak, akibat 
yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk 
mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi akibat ini pasti timbul/ terjadi; 
(3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau 
voorwaardelijk opzet); 
Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata 
benar-benar terjadi. 
Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami 
uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung 
R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh 
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Menggala dalam perkara atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin 
Muryoto. 
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
289K/PID/2017 
Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan 
Judex Facti yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat 
diterima adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dengan 





Bahwa dari keterangan saksi Muji, Edi Susanto, Wahyuni, 
Samingun dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-
DM/TJ/IX/2015 yang keterangannya saling bersesuaian terbukti bahwa 
berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Mujiyono karena 
masalah sertifikat yang kemudian Terdakwa memukul kepala dengan 
mengangkat meja ke arah kepala tapi ditangkis dengan tangan saksi 
Mujiyono, kemudian Terdakwa menampar pipi, memukul wajah mengenai 
mata, bibir dan memukul perut Mujiyono dengan tangan kanannya. 
Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi 
Mujiyono mengalami sakit, hal mana bersesuaian dengan visum yang 
menerangkan ditemukan memar di kelopak mata kanan bagian atas, 
bengkak pada bibir atas, memar pada pipi kanan dan kiri, memar dan 
kemerahan diperut kanan bagian atas. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 
351 ayat (1) KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) 
KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah 
Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan: 
Hal-hal yang memberatkan: 
a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
b) Terdakwa merupakan Anggota POLRI aktif yang mengetahui hukum 
dan tidak seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan; 
Hal-hal yang meringankan: 





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas 
Mahkamah Ahung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri 
Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017 tidak 
dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah 
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya 
perkara pada tingkat Kasasi dibebankan kepada Terdakwa. 
8. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
289K/PID/2017 
MENGADILI 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017; 
MENGADILI SENDIRI 
a) Menyatakan Terdakawa Muji Zuliyanto bin Muryoto terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penganiayaan”; 
b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan; 
c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 







1. Kesesuaian Putusan Judex Facti yang Menyatakan Surat Dakwaan 
Tidak Dapat Diterima Dijadikan Alasan untuk Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pemaparan serta pokok-pokok 
permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis mengemukakan hasil 
terkait Putusan Judex Facti yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat 
diterima dijadikan alasan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi, 
kesesuaian alasan yang diajukan Penuntut Umum tersebut perlu dikaji 
lebih mendalam dengan menggunakan dasar syarat materiil dalam Pasal 
253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP.  
Terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur hak-hak 
Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum, baik 
Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.  Pada upaya 
hukum Kasasi dalam mengajukan permohonan Kasasi harus memenuhi 
syarat formil dan materiil agar dapat diterima dan diputus oleh Mahkamah 
Agung. Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP mengatur 
mengenai syarat formil pada upaya hukum Kasasi. Pasal 245 ayat (1) 
KUHAP berbunyi, “permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon 
kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat 
pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang 
dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Dalam Pasal 248 
ayat (1) KUHAP berbunyi, “Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori 
Kasasi yang memuat alasan Permohonan Kasasinya dan dalam waktu 
empat belas hari setelah mengajukan Permohonan tersebut, harus sudah 
menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat 
tanda terima”. Upaya kasasi dapat gugur jika adanya keterlambatan dalam 
pengajuan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi. Pada kasus yang diteliti 





memenuhi syarat formil pengajuan Kasasi yang telah tertuang dalam 
KUHAP. 
Kasus penganiayaan yang penulis teliti, dapat dikatakan bahwa 
upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai 
dengan syarat formil pengajuan upaya hukum Kasasi dengan berdasarkan 
akta permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Mgl yang dibuat 
oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa 
pada tanggal 23 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Tulang Bawang telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Menggala. Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 
3 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 3 
Februari 2017. Kemudian dengan membaca surat-surat yang bersangkutan, 
Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgl dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Tulang Bawang tanggal 23 Januari 2017 dan Penuntut Umum 
mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta 
memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Menggala pada tanggal 3 Februari 2017 dengan demikian permohonan 
kasasi beserta dengan alasan-alasanya telah diajukan dalam tenggang 
waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu 
permohonan Kasasi tersebut formil diterima. 
Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa putusan perkara pidana 
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan 
permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas 
sedangkan pengertian putusan perkara pidana sesuai dengan Pasal 197 
ayat (1) KUHAP dan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP adalah putusan 
pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan yang terdiri dari pembebasan 





penelitian terhadap  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017, 
permohonan kasasi diajukan  terhadap putusan Judex Facti yang 
menyatakan “ surat dakwaan tidak dapat diterima” . Menurut ketentuan 
Pasal 156 ayat (1) KUHAP : “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum 
mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 
perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus 
dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk 
menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut 
untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Selanjutnya dalam ayat (2) 
“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu 
tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim 
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, 
maka sidang dilakukan”. Ayat (3) Dalam hal Penuntut Umum 
berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan 
perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan. 
 Oleh karena putusan Judex Facti yang menyatakan surat dakwaan 
tidak dapat diterima tersebut, diputuskan diakhir pemeriksaan perkara 
tanpa didahului adanya eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. 
Sehingga keputusan a quo, tidak termasuk jenis putusan akhir yang dapat 
dijatuhkan hakim yang berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
dan pemidanaan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.  Mestinya 
sesuai Pasal 156 ayat (3) KUHAP Penuntut Umum mengajukan upaya 
hukum Perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Tinggi.  Sehingga karena 
putusan Judex Facti yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima 
bukan putusan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 244 KUHAP dan juga 
belum memutus perkara pokoknya serta sifat putusan Judex Facti adalah 
putusan sementara meskipun tidak ada eksepsi. Oleh karenanya upaya 
hukum Pemohon Kasasi yang tepat adalah upaya hukum perlawanan 
kepada Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan Kasasi a quo seharusnya 





Menurut pertimbangan Mahkamah Agung  sesuai dengan asas 
Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah maka dalam perkara a 
quo Mahkamah Agung berpendapat nilai keadilan harus ditempatkan di 
atas nilai kepastian hukum maka permohonana Kasasi a quo memiliki 
landasan yuridis, sosiologis dan filosofis untuk dapat diterima dan diputus 
dalam tingkat Kasasi.  
Pengajuan upaya hukum Kasasi selain memenuhi syarat formil 
juga harus memenuhi syarat materiil. Dalam pengaturan mengenai syarat 
materiil tentang pemeriksaan dalam tingkat Kasasi yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 253 yang berbunyi: 
(1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah 
Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan: 
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang; 
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas 
wewenangannya. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan 
sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara 
yang diterima dari panggilan lain daripada Mahkamah Agung, 
yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita 
acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang 
yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan 
tingkat pertama dan atau tingkat akhir. 
(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana 
tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri 
keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan 
menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka 
tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat 
pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan 
yang sama. 
(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah 
Agung sejak diajukan permohonan Kasasi. 
(5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib 





ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannta maupun atas 
permintaan Terdakwa. 
b.  Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat 
belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib 
memeriksa perkara tersebut. 
Alasan-alasan dalam permohonan Kasasi telah diatur secara 
limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yang menyatakan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang; 
c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
Kasus penganiayaan yang terdapat pada putusan Mahkamah 
Agung Nomor 289K/PID/2017 yang menjelaskan mengenai permohonan 
Kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Facti menjatuhkan 
putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau 
menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, alasan yang 
digunakan sebagai berikut:  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam memeriksa dan 
mengadili perkara Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto sesuai dengan 
Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah salah menerapkan hukum tidak 
menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana 
mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya 
tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan surat dakwaan, 
pemeriksaan perkara berlanjut melalui tahap pembuktian dengan 
pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan perbuatan 
terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang 
didakwakan. Namun Judex Facti Pengadilan Negeri Menggala, 
menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat 
diterima. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 
menunjukkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 





ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f jo Pasal 199 KUHAP.  Pasal 
197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “pertimbangan yang disusun secara 
ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan terdakwa.” Pasal 197 ayat (1) huruf f yang menyatakan “pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa.” Pasal 199 KUHAP yang menyatakan: 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) 
kecuali huruf e, f dan h; 
b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; 
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan 
ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 
Judex Facti tidak menerapkan juga pada ketentuan Pasal 50 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi, “Putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berdasarkan pasal tersebut 
menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus 
mencermati nilai-nilai keadilan masyarakat. 
Terkait dengan upaya Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum 
terhadap surat dakwaan yang tidak dapat diterima, menurut pendapat 
penulis sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) yaitu: 
Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgk tanggal 23 Januari 2017 telah menjatuhkan 





menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 253 
ayat (1) huruf a KUHAP. Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Surat 
Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 
Oktober 2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto tidak 
dapat diterima. 
Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan 
keadilan bagi korban, masih terdapat alasan yang mendasar namun tidak 
dipertimbangkan oleh Hakim yaitu: 
a. Bahwa dari keterangan saksi Muji, Edi Susanto, Wahyuni, Samingun 
dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-
DM/TJ/IX/2015 yang keterangannya saling bersesuaian terbukti bahwa 
berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Mujiyono, 
kemudian Terdakwa menampar pipi, memukul wajah mengenai mata, 
bibir, dan memukul perut Mujiyono dengan tangan kanannya. 
b. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi 
Mujiyono mengalami sakit, hal mana bersesuain dengan Visum yang 
menerangkan ditemukan memar di kelopak mata kanan bagian atas, 
bengkak pada bibir atas, memar pada pipi kanan dan kiri, memar dan 
kemerahan di perut kanan bagian atas. 
c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 
ayat (1) KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) 
KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harusalah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah tidak menerapkan atau 
menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. 
Memutuskan Surat Dakwaan tidak dapat diterima diakhir pemeriksaan 





Hukumnya. Putusan Judex Facti yang menyatakan surat dakwaan tidak 
dapat diterima dinilai oleh Mahkamah Agung merupakan kesalahan 
penerapan hukum oleh  Pengadilan Negeri atau Judex Facti sehingga 
dapat diajukan sebagai alasan permohonan upaya hukum Kasasi telah 
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. 
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan 
Kasasi Penuntut Umum pada Perkara Penganiayaan dengan Pasal 
255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
Pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan oleh 
Hakim untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam 
pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan secara 
yuridis dan pertimbangan secara non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah 
pertimbangan Hakim yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang 
terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus ditulis dalam putusan.   Pada perkara penganiayaan dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017, hal-hal yang termasuk 
dalam pertimbangan yuridis antara lain: 
a) Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 289K/PID/2017 yaitu Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 
351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 
b) Keterangan Terdakwa 
Keterangan Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
289K/PID/2017 yaitu keterangan yang dikemukakan oleh Terdakwa 
Muji Zuliyanto bin Muryoto. 
c) Keterangan Saksi 
Keterangan saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
289K/PID/2017 yaitu keterangan yang dikemukakan oleh beberapa 





Selain pertimbangan secara yuridis, Hakim dalam mengambil 
putusan juga mempertimbangkan pertimbangan secara non yuridis. Hal-
hal yang termasuk dalam pertimbangan non yuridis antara lain latar 
belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Terdakwa dan 
agama Terdakwa. 
Terkait pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 
dan memutus permohonan Kasasi dalam perkara penganiayaan. Adapun 
ketentuan yang harus dicermati antara lain terdapat pada Pasal 254 
KUHAP berbunyi, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan 
Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah 
Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. 
Dan ketentuan dalam Pasal 255 berbunyi: 
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum 
tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, 
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara menngadili 
tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, 
Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar 
pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan 
memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau 
berdasarkan alasan tertentu Mahkaah Agung dapat menetapkan 
perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lain. 
(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau 
Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara 
tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau 
Hakim lain mengadili perkara tersebut. 
Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP adanya alasan kasasi karena 
Judex Facti salah menerapkan hukum dihubungkan dengan ketentuan  
yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga harus diperhatikan 
yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah 






Alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum 
yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam amar putusannya 
Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017 menyatakan surat 
dakwaan nomor register perkara: PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 
Oktober 2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto tidak 
dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam 
menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak 
menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya.  
Selanjutnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah 
Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara penganiayaan dengan terdakwa 
Muji Zuliyanto, didasarkan dengan beberapa pertimbangan sebagai 
berikut: 
a) Bahwa dari keterangan saksi Muji, Edi Susanto, Wahyuni, Samingun 
dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 2535/PKM-
DM/TJ/IX/2015 yang keterangannya saling bersesuaian terbukti bahwa 
berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Mujiyono, 
kemudian Terdakwa menampar pipi, memukul wajah mengenai mata, 
bibir, dan memukul perut Mujiyono dengan tangan kanannya. 
b) Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi 
Mujiyono mengalami sakit, hal mana bersesuain dengan Visum yang 
menerangkan ditemukan memar di kelopak mata kanan bagian atas, 
bengkak pada bibir atas, memar pada pipi kanan dan kiri, memar dan 
kemerahan di perut kanan bagian atas. 
c) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 
ayat (1) KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) 
KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harusalah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 





Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan juga telah 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP,  berikut: 
a) Hal-hal yang meringankan, antara lain: 
(1) Terdakwa belum pernah dihukum. 
b) Hal-hal yang memberatkan, antara lain: 
(1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
(2) Terdakwa merupakan Anggota POLRI aktif yang mengetahui 
hukum dan tidak seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan 
kekerasan. 
Berdasarkan alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah 
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa 
peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana 
mestinya. Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau 
menolak permohonan Kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan 
karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara 
tersebut hal ini didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP.  Mahkamah 
Agung sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu telah 
mempertimbangkan dari sisi yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya 
dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
Pengadilan Negeri atau Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum 
atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu 
Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan para saksi, 
surat Visum Et Repeertum, keterangan terdakwa menunjukkan telah 
memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Untuk itu Putusan 
Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 





Sesuai ketentuan Pasal 256 KUHAP, yang menyatakan “jika 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan 
pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan 
Pasal 255.”  Hal tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, 
mengabulkan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan 
putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl dan 
menyatakan Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto telah terbukti secara 
sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, 
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan 
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga pertimbangan Hakim 
Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh 
Penuntut Umum, karena  sebagai premis minor merupakan fakta hukum 
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017, Judex Facti 
salah menerapkan hukum menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima 
dihubungkan dengan premis mayor yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan adalah telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang 
dalam KUHAP, yakni Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
  





1. Alasan pengajuan permohonan Kasasi yang telah diajukan Penuntut 
Umum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang diputus oleh Mahkamah 
Agung dengan Nomor Putusan 289K/PID/2017 telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya 
menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan, Judex Facti 
Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan 
hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Negeri Menggala 
dalam menjatuhkan putusan menyatakan surat dakwaan tidak dapat 
diterima diakhir pemeriksaan perkara, tanpa didahului adanya eksepsi dari 
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. 
2. Pertimbangan Hakim Agung menerima alasan permohonan Kasasi yang 
diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan 
yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 
289K/PID/2017, dengan mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut 
Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 
381/Pid.B/2016/PN.Mgl tertanggal 23 Januari 2017, karena Judex Facti 
salah menerapkan hukum dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa 
Muji Zuliyanto bin Muryoto telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan menjatuhkan pidana 
penjara 2 (dua) bulan dengan menetapkan masa penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 








Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam mengambil putusan 
haruslah lebih cermat, teliti dan jeli serta dalam pertimbangannya juga 
harus memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar 
terciptanya nilai-nilai keadilan bagi pihak Terdakwa maupun Korban. 
2. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hendaknya mencermati dan 
memahami peraturan perundang-undangan agar penerapan hukum tepat 
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